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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit di KSP 

Credit Union Cindelaras Tumangkar pada masa pandemi covid-19 

didasarkan pada kesepakatan para pihak. Perjanjian tetap berlaku dan 

mengikat para pihak selama tidak adanya kesepakatan mengenai 

penerapan reschedule yang dilakukan dengan diberikan perjanjian ulang 

yaitu dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang bertujuan untuk 

pembaruan pinjaman. Penerapan reschedule pada masa pandemi covid-19 

berdasarkan Surat Instruksi Nomor 12/MI/Peng-CUCT/III/2020 Perihal 

Mitigasi Covid-19. Pandemi covid-19 digolongkan sebagai overmacht atau 

keadaan memaksa yang bersifat relatif atau sementara sehingga para pihak 

tidak dapat menjadikannya sebagai alasan pembatalan perjanjian dan tidak 

menghapus sama sekali kewajiban debitur terhadap kreditur. Pandemi 

covid-19 tidak serta merta secara otomatis menghilangkan kewajiban 

debitur serta tidak diterapkan pada semua debitur melainkan perlu 

dilakukan analisis bahwa gagalnya pemenuhan kewajiban memang 

diakibatkan oleh pandemi covid-19. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan 

saran sebagai berikut : 

KSP Credit Union Cindelaras Tumangkar dalam melakukan 

perjanjian simpan pinjam dapat menambah klausul khusus apabila terjadi 

overmacht pada saat perjanjian berlangsung. Penerapan reschedule di 

Credit Union Cindelaras Tumangkar berupa pembaharuan perjanjian 

kredit sudah efektif berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama. 

Namun prosesnya bergantung kepada keputusan debitur dan analisis 

pengurus credit union sehingga perlu pemahaman dan itikad baik dari 

kedua belah pihak dalam mengambil keputusan dengan tepat demi 

keberlangsungan koperasi tetap berjalan dengan baik mengingat koperasi 

merupakan lembaga keuangan yang bersumber dari anggota dan kembali 

untuk anggota.  
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